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ABSTRAK SKRIPSI 

 

Skripsi dengan judul ”ASAS PROPORSIONALITAS PIDANA 

SUBSIDER DENDA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan 

Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg)”. Secara umum bertujuan untuk 

mengetahui penerapan asas proporsionalitas pidana subsider denda pada tindak 

pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang dan untuk 

mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana subsider 

denda pada tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

Semarang. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

pendekatan yuridis normatif, dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah diskriptif 

analitis. Dalam penelitian ini mengunakan data sekunder sebagai data utama dan 

data primer sebagai data pendukung.  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa 

penerapan asas proporsionalitas pidana subsider denda pada tindak pidana korupsi 

di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang selama ini belum pernah 

diterapkan oleh Hakim Tindak Pidana Korupsi. Pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan putusan pidana subsider denda pada tindak pidana korupsi di 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, yaitu dengan melihat peristiwa 

hukumnya, terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya 

pemberantasan tindak pidana Korupsi, melihat kemampuan finansial atau Jabatan, 

faktor Usia. 

Kata Kunci : Asas Proporsionalitas, Tindak Pidana Korupsi dan Subsider 

Denda 
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